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B A B  I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, pemerintah melakukan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa hakikat dari masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berpikir berubah, maka pengenalan (introduction) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil.[footnoteRef:1]Apabila pendapat Mochtar Kusumaatmadja ini dikaitkan dengan pembangunan kesehatan, maka pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup sehat merupakan sasaran dari pembangunan kesehatan. Kepada masyarakat harus disampaikan bahwa menjaga kesehatan itu merupakan tanggungjawab bersama. Sebab, seperti dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU. No. 36 Tahun 2009, bahwa : [1: Terpetik dari Danrivanto Budhijanto, Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0 (Bandung: Logoz Publishing, 2018), hlm. 47. ] 

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Menyimak pengertian kesehatan sebagaimana disebutkan di atas tampak bahwa kesehatan itu mempunyai pengertian yang luas, dimana kesehatan itu tidak semata-mata menyangkut kesehatan fisik, tetapi meliputi sehat mental, spiritual maupun sosial. Kesehatan itu diperlukan agar setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan hal tersebut dilakukan pembangunan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh.  
	Sebagaimana disebut dalam Pasal 2 UU. No. 36 Tahun 2009, bahwa :
“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, mamfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.”

Kemudian, di dalam Pasal 3 dikatakan, bahwa :
“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.”

Berdasarkan ketentuan di atas tampak bahwa pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya. Kesehatan itu dianggap sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia agar bisa produktif secara sosial dan ekonomis. Begitu luas pengertian kesehatan tersebut sehingga memerlukan usaha untuk mewujudkannya. Atas dasar itu, Bahder Johan Nasution mengatakan, bahwa upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik.[footnoteRef:2] Atas dasar itu, guna mendukung peningkatan kesehatan perlu dilakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan yang ada untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dengan mengeluarkan berbagai produk pokok hukum yang lebih sesuai serta dapat : [2: Johan Bahder Nasution, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 1.] 

1. Mendukung adanya sarana pelayanan, program, dan kegiatan dalam seluruh upaya kesehatan yang sudah atau akan dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk sektor swasta;
2. Memperhatikan kepentingan daerah dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan di sektor lain yang berkaitan dengan upaya kesehatan;
3. Berfungsi mendorong pengembangan upaya kesehatan yang diinginkan di masa mendatang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang dilayani;
4. Mengatur kewenangan tiap tingkatan upaya kesehatan;
5. Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pembiayaan upaya kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
6. Mengatur wewenang dan tanggung jawab serta dapat memberikan perlindungan hukum, bagi penerima dan pemberi jasa upaya kesehatan;
7. Mengatur kualitas upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta;
8. Mengganti produk hukum yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi;
9. Memuat sanksi hukum yang sepadan, sehingga setiap pelanggar dapat ditindak sebagaimana mestinya.[footnoteRef:3] [3: Ibid.] 

Politik hukum dalam pembangunan kesehatan wajib memperhatikan apa yang disebutkan di atas agar pembagunan kesehatan tersebut sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU. No. 36 Tahun 2009. 
Di dalam UU. No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengelolaan kesehatan dibuat dalam satu sistem kesehatan nasional dan dilakukan secara berjenjang dari pusat dan daerah, serta diatur dengan peraturan presiden.[footnoteRef:4] Pengelolaan kesehatan seperti ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan keadaan geografis Indonesia yang sangat luas. Namun, semua wajib mendapat pelayanan secara adil dan terpadu, mulai dari pusat sampai ke daerah (pedesaan). Dalam kerangka itu, Presiden sebagai penanggungjawab kebijakan pembangunan, menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional sebagai landasan dalam pengelolaan kesehatan secara nasional di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 dikatakan, bahwa : [4: Pasal 167 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ] 

“Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.”

Berdasarkan pengertian di atas tampak bahwa sistem kesehatan itu merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Itu berarti bahwa dalam pengelolaan kesehatan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi semua komponen bangsa terlibat di dalamnya. Presiden sebagai kepala pemerintahan secara nasional bertanggung jawab dalam pengelolaan kesehatan, sedangkan pemerintah daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan kesehatan di daerah.  
Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kesehatan ditempatkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang bersifat konkuren. Sebagai urusan pemerintahan wajib yang bersifat konkuren, pemerintah daerah bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dimulai dari kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan sumberdaya kesehatan sampai dengan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Bertalian dengan pengelolaan kesehatan yang dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah, hal itu mengisyaratkan bahwa kebijakan pengelolaan kesehatan itu dibuat oleh pemerintah pusat, kemudian pengelolaannya sebagian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pemerintahan daerah dimaksud adalah pemerintah daerah provinsi di tinggkat provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota ditingkat kabupaten/kota. Atas dasar itu, peraturan daerah untuk melaksanakan Perpres 72 Tahun 2012 sepatutnya dilakukan secara berjenjang, yakni dimulai dari peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi itu kemudian dijadikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai landasan dalam mengelola kesehatan di daerah kabupaten/kota. Pada kenyataannya tidak demikian. Sebab, masing-masing daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, masing-masing membentuk peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah secara sendiri-sendiri. Di Jawa Barat misalnya pemerintah provinsi belum membentuk peraturan daerah provinsi tentang sistem kesehatan sesuai amanah Perpres 72 Tahun 2012. Ternyata, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sudah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sistem Kesehatan Kabupaten Bandung, yakni : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Kesehatan Daerah. Ketika tulisan ini dibuat Pemerintah Kota Bandung sedang membuat naskah akademik dan rancangan perda kota Bandung tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung[footnoteRef:5]. Di Jawa Timur juga demikian. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Wonosobo, yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 2014, sedangkan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur baru membentuk Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, diundangkan tanggal 6 Januari 2016. Hal yang sama juga ditemukan di Jawa Tengah. Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan yang mengacu kepada Perpres 72 Tahun 2012.  [5: Dalam pembentukan Sistem Kesehatan Kota Bandung, Penulis ikut dalam pembuatan Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung.  ] 

Apa yang dikemukakan di atas adalah suatu kenyataan. Padahal, seyogianyalah peraturan daerah itu berjenjang sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 167 ayat (2) UU. No. 36 Tahun 2009. Hal itu perlu dilakukan dalam memudahkan pelayanan kesehatan itu di daerah provinsi secara keseluruhan, yang dilakukan secara terpadu terkoordinasi satu dengan yang lain. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang kesehatan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan daerah sistem kesehatan provinsi. Itu berarti, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membangun sistem kesehatan di daerah kabupaten/kota, harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang Sistem Kesehatan.  
Penjelasan umum UU. No. 23 Tahun 2014 mengingatkan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebut hirarki peraturan perundang-undangan, yakni :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganting Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan ketentuan di atas tampak bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada di bawah Peraturan Daerah Provinsi. Tata urutan tersebut mempunyai arti hukum, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.[footnoteRef:6] Atas dasar itu, dalam Pasal 5 huruf c UU. No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi : kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan. Hal ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan peraturan daerah. Dalam politik hukum sistem kesehatan di daerah hal ini tidak boleh disimpangi. Peraturan daerah yang dibentuk sebagai landasan dalam pembanguan sistem kesehatan di daerah harus memperhatikan ketentuan hukum dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu perlu dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai pengelola kesehatan di daerah, pemerintah daerah mengimplementasikan sistem kesehatan nasional ke dalam peraturan daerah. Sehingga, dalam penelitian ada dua hal yang disoroti, yakni : 1. Bagaimana politik hukum sistem kesehatan nasional dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan 2. Bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan sistem kesehatan nasional ke dalam peraturan daerah.  [6: Lihat Marojahan JS Panjaitan, Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), hlm. 106-107. ] 

		Berdasakan permasalahan sebagaimana disebutkan di atas penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul POLITIK HUKUM SISTEM KESEHATAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERATURAN DAERAH.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian tersebut di atas, penulis mengindentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana politik hukum sistem kesehatan nasional dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya?
2. Bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan sistem kesehatan nasional ke dalam peraturan daerah?

C.  Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan di atas, penyelidikan dan analisis penelitian ini bertujuan :
1. Untuk meneliti dan mengkaji bagaimana politik hukum sistem kesehatan nasional dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Untuk menemukan dan mengkaji bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan sistem kesehatan nasional ke dalam peraturan daerah.

D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian diharapkan berguna :
1. Secara teoretis; untuk mengisi dan memperluas khasanah teori di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan.
2. Secara praktis; diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas memahami bagaimana membangun sistem kesehatan nasional dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

E. Kerangka Pemikiran
Apabila membaca pembukaan UUD 1945 yang menyebut bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan bunyi tersebut, konsep negara yang dianut berdasarkan UUD 1945 adalah konsep negara hukum kesejahteraan. Konsep negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, adalah :
“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”[footnoteRef:7] [7:  Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 9.] 

Berdasarkan pendapat di atas tampak bahwa pemerintah ditempatkan berfungsi ganda. Dimana, disatu sisi pemerintah berfungsi sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, dan sisi lain berfungsi sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran ganda ini dilakukan secara sinergis, sehingga tidak ada yang lebih utama. Lebih lanjut Bagir Manan kemudian mengatakan, bahwa di dalam konsepsi negara hukum modern memuat tiga hal pokok, yaitu: 
1. aspek politik, menghendaki adanya pembatasan kekuasaan Negara.
2. konsep hukum, dan antara lain supremasi hukum, asas legalitas, dan the rule of law.
3. aspek sosial ekonomi, adalah keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan umum (public welfare).[footnoteRef:8] [8:  Bagir Manan, Hubungan … op.cit., hlm. 38. ] 

Korelasi dari ketiga aspek tersebut di atas adalah, hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Konsep negara kesejahteraan ini dijadikan sebagai pisau analisis dalam politik hukum pembangunan sistem kesehatan di Indoneisa.
		Berbicara tentang politik hukum pembangunan sistem kesehatan di Indonesia, hal itu dilakukan dengan membangun sistem hukum kesehatan nasional sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Agar pembangunan sistem kesehatan itu mempunyai landasan yang kuat, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu nanti menjadi kaidah penuntun dalam menata sistem kesehatan baik secara nasional, maupun di daerah.
Hans Kelsen mengatakan , bahwa :
”The validity of legal norms may be limited in time, and it is important to notice that the end as well as the beginning of this validity is determinned only by the order to wich they belong. They remain valid as long as they have not been invaidatet in the way which the legal order it self”.[footnoteRef:9] [9: Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973), p. 117.] 


Pendapat Hans Kelsen di atas melandasi teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut prinsip ini, validitas lahirnya sebuah norma (Undang-Undang) adalah setara dengan validitas untuk berakhirnya suatu norma. Dengan kata lain, kalau pada tingkat Undang-Undang membutuhkan syarat formil dan materiel, hal ini serupa juga pada saat suatu Undang-Undang diubah.[footnoteRef:10] Hal ini merupakan suatu asas yang sudah lazim dianut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Asas ini menjadi kaidah penuntun dalam pembentukan peraturan daerah sistem kesehatan di daerah. [10: Marojahan JS Panjaitan, Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), hlm. 47. ] 

Dalam sistem hukum nasional keberadaan peraturan daerah dapat dilihat Pasal 7 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011. Dalam tata urutan tersebut Peraturan Daerah Provinsi ditempatkan pada urutan keenam, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditempatkan dalam urutan ketujuh. Tata uratan tersebut mempunyai arti hukum, yakni : bahwa  peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.[footnoteRef:11] [11: Hans Kelsen, loc.cit.] 

Apabila uraian di atas diperhatikan tampak bahwa Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, ia dianggap syah dan dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem kesehatan di daerah. Tetapi, materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta harus tunduk pada asas dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan, bahwa :
(1)  Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
[bookmark: _GoBack]Apa yang disebutkan dalam ketentuan di atas adalah dalam kerangka penegasan bahwa Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional, materi muatannya dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Tentang materi muatan peraturan daerah telah dipertegas secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana materi muatan itu mengandung asas : a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhineka Tunggal Ika; g. Keadilan; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau; j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah harus betul-betul memahami asas-asas dalam pembentukan Perda sebagaimana disebutkan di atas. Asas-asas tersebut menjadi kaidah penuntun dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan di daerah sebagai implementasi dari sistem kesehatan nasional. 
